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MOTTO

Beramallah untuk akheratmu
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ABSTRAK

Fenomena pernikahan sirri masih cukup marak dalam masyarakat Indonesia,
ini tidak hanya terjadi pada msyarakat awam sgja tetapi dilakukan juga oleh kaum
terepelgar yang benar-benar telah memahami tentang hukum, baik hukum agama
Islam maupun hukum perundang-undangan negara, banyak sebagian dari mereka
beranggapan bahwa praktek nikah sirri di perbolehkan dalam garan agama islam,
dengan demikian mereka tidak pernah merasa ada unsur dosa apabila melakukannya.
Dengan argumen yang berbeda-beda dalam pelaksanakan nikah sirri, padaha jika
pernikahan sirri lebih banyak mengandung madarrahnya dari pada maslahahnya,
terutama pada kaum perempuan dan keturunannya.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian pustaka (library research)
yang membahas tentang Aspek Hukum dalam Pernikahahan Sirri, dengan
mengunakan metode telaah pustaka dan analisa dari setigp data yang telah di
dapatkan, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan suatu permasalahan yang diteliti
berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain
yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif
andlisis. Penyusun menggambarkan pandangan Hukum Islam dan Hukum
perundang-undangan Negara tentang praktek pernikahan sirri secara umum
kemudian di analisis dengan menggunakan kaidah-kaidah perundang-undangan dan
hukum islam yang berlaku saat ini

Dari analisa dan uraian panjang Aspek Hukum Pernikahan Sirri tersebut
menghasilkan yakni: pertama, pernikahan sirri merupakan pernikahan yang tidak sah
menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 sebab tidak tercatat dan
terdaftar dalam Kantor Urusan Agama secara resmi, meskipun dalam pandangan
agama islam pernikahan tersebut dapat dibenarkan keabsahannya. Kedua, nikah sirri
adalah suatu tindak pidana karena banyak merugikan orang lain terutama perempuan
dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Ketiga, jika melihat manfaat dan
madarrahnya, pernikahan sirri lebih banyak mengandung madarrahnya, terutama
pada pihak perempuan dan anak yang dilahirkannya Pemerintah dan ulama
seharusnya bekerjasama untuk menerapkan Undang-Undang yang telah berlaku di
Indonesia, sehingga dengan itu praktek pernikahan sirri dapat dihentikan.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri tidak dapat dibenarkan.
Dan diperlukan kesadaran hukum oleh msyarakat demi tegaknya hukum di
Indonesia, agar tercipta kehidupan berumah tangga yang aman, tertib dan damai.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia, dengan lahirnya undang-undang perkawinan nasional yang
termuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya,
telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan yang semula
diatur oleh hukum Islam. Perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi
ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum negara
yang dimaksud adalah bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat
berwenang yang ditunjuk. Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah
memenuhi persyaratan esensial dan persyaratan formil dalam hukum tertulis.

Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Pada pasal 4 KHI ditentukan bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut agama Islam sesuai dengan syari‘at. Sementara itu
perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah yang
berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum tersebut dibuktikan
dengan adanya Akta Nikah sebagai suatu akta otentik.

Undang-Undang No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut PP No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, tidak

terlepas dari kekurangan-kekurangan itu'’. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

YDamsyi Hanan, "Permasalahan ltshat Nikah: Kajian terhadap Pasal 2 UU No.1 Tahun
1974 dan pasal 7 KHI," Mimbar Hukum, No. 31. th. K8 (Maret-April 1997), him. 75



dan kaitannya dengan pasal 7 KHI, yang mengundang perbedaan pendapat
dikalangan ahli hukum dan praktisi. Pasal tersebut adalah pasal 2 yang menyatakan:
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannyaitu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa
hukum dalam kehidupan misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar
pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Hal tersebut perlu untuk kepastian
hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang
terjadi sebelum Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 ini berlaku dan dijalankan
menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.*®

Undang-Undang No. | Tahun 1974 ini menunjuk pada perangkat hukum
organiknya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal yang berkaitan erat
dengan perkawinan yang ditekankan secara imperatif oleh Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 adalah keterlibatan Pegawa Pencatat dalam suatu perkawinan.
Tentang sigpa yang dimaksud dengan Pegawa Pencatat tersebut, PP No. 9 tahun
1975 menunjuk pada perangkat hukum lainnya, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun
1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.' Keterlibatan Pegawai Pencatat
dalarn suatu perkawinan paling tidak dapat ditujukan dalam dua hal: pertama, untuk

tegaknya hukum perkawinan, apakah perkawinan yang hendak dilangsungkan

18 Mohd. Idris Ramulyo, Hk Perkawinan Islam, Analisis UU No | Th 1974, (Jakarta Bumi
Aksara). him 243

1% Enas Nasrudin "Ihwal Itshat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan), "Mimbar Hukum,
No. 33, Th. Ke-8. 1997, (Jakarta: Al Hikmah & BINPERA Islam), him. 86.



tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Kedua, untuk tertib
administrasi agar mendapatkan bukti otentik telah terjadinya perkawinan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang
melangsungkan pernikahan di bawah tangan, baik yang dilakukan secara agama
dalam arti telah memenuhi syarat dan rukunnya maupun yang belum memenunhi
rukun tanpa sepengetahuan PPN yang berwenang dan tidak dicatatkan di KUA
dengan macam-macam alasan, antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi,
keagamaan, birokratis, tradisi dan kasuistis.® Bentuk perkawinan semacam itu
disebut sebagai perkawinan di bawah tangan sebaga sebutan terhadap suatu
perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum Islam versi KHI dan UU No. 1
1974 dan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta
otentik yang disebut akta nikah.

Dalam kaitannya dengan perkawinan semacam ini, di pengadilan agama
sebenarnya ada lembaga yang disebut Isbat Nikah. Isbat Nikah atau pengesahan
nikah telah melembaga jauh sebelum lahirnya Undang-Undang No | Tahun 1974,
dan secara berturut-turut diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan terakhir
telah diakui kelembagaannya dalam KHI, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7
ayat (2) bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka
dapat digukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Di samping itu dalam
ketentuan ayat (3) dinyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan

agama adalah antara lain yang berkenaan dengan adanya keraguan tentang sah atau

20 A Ghofur Anshori, "Praktik Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di
Daerah Istimewa Yogyakarta," Penelitian Fakultas Hukum UGM dengan DEPAG (2003), him. 78



tidaknya salah satu syarat pernikahan (huruf c), yaitu; Adanya keraguan tentang sah
atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Lembaga ini dimungkinkan untuk
diberikannya peluang legalisasi perkawinan di bawah tangan.*

Yang menarik perhatian penyusun dari penelitian yang dilakukan tersebut
adalah bahwa pernikahan sirri adalah suatu bentuk kriminalitas pelecehan terhadap
institusi resmi pernikahan yang telah diformalkan oleh pemerintah, selain itu nikah
sirri banyak berdampak negatif terhadap kaum perempuan, di antaranya pelecehan
seksual, semisal jika seorang suami dalam ikatan nikah sirri ingin menceraikan istri
maka dengan mudah sekali tanpa harus berhubungan dengan institusi agama atau
KUA, sedangkan istri dapat menggugat atau memberi pembelaan diri sebab tidak ada
bukti riel, tertulis bahwa keduanya adalah sepasang suami istri. Sebab istitusi
pernikahan hanya bisa membantu jika pernikahan sah secara agama dan Negara.

Nikah sirri dalam pandangan masyarakat sekarang ini adalah perkawinan yang
dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang disyari'atkan Islam,
namun tanpa sepengetahuan Pejabat Pencatat Pernikahan (PPN) yang ada dalam
wilayah dan tempat terjadinya peristiwa pernikahan tersebut dan berakibat tidak
adanya pencatatan tentang pernikahan yang dilaksanakan dan karena itu biasanya
tidak diadakannya acara walimahan untuk mengumumkan pernikahan seperti yang
dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fokus pernyataan sirri di atas adalah belum
dicatatkan di kantor urusan agama. Sehingga nikah sirri mempunyai persamaan
pengertian dengan nikah di bawah tangan karena tidak adanya alat bukti otentik

untuk membuktikan pernikahannya.

2L Enas nasrudin, Thwat Ishat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan),” Mimbar Hukum,No
33, Tahun ke-8.1997,(Jakarta:Al- Hikmah dan BINPERA Islam), him. 88



Adapun alasan-alasan yang menyebabkan dilakukannya nikah sirri adalah
sebagai berikut:
1. Alasan keagamaan
a Untuk menghaakan hubungan kelamin guna memenuhi haat
kemanusiaan (menghindari dosa)
b. Untuk mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
c. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
2. Alasan birokratis
Yang termasuk alasan birokratis adalah perkawinan sirri dilakukan sifatnya
hanya untuk sementara, sebelum dilakukannya perkawinan resmi (melalui
PPN/KUA), karena masih adanya hambatan-hambatan menurut Undang-Undang
Perkawinan, khususnya mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
TNI.
3. Alasan Ekonomi
Hal ini berkisar pada keadaan merasa belum cukup mampu untuk membiaya
sebuah keluarga, atau belum mempunyai biaya untuk melangsungkan perkawinan
yang dipandang merupakan bagian dari gengsi keluarga. %
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas
maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini

adalah :

2 A Ghofur Anshori, “Praktik Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalitasnya di
Daerah Istimewa Yogyakarta,” Penelitian Fakultas Hukum UGM dengan DEPAG (2003)



1. Bagaimana keabsahan nikah sirri, dan apakah nikah sirri termasuk
tindak pidana ?
2. Bagaimana maslahah dan madzorot dari nikah sirri?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berangkat dari rumusan masalah di atas,dan mengacu kepada Hukum Agama
dan Hukum Pemerintah atau Negara maka penelitian ini bertujuan :
1. Menjelaskan, mendeskripsikan keabsahan nikah sirri dan menganalisa
tentang kriminal dan tidaknya nikah sirri
2. Menjelaskan maslahah dan madarrah dari nikah sirri.
Adapun kegunaan dari pendlitian ini adalah:
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu pengetahuan Hukum Islam
2. Semoga dapat menjadi bahan rujukan atau perbandingan (sumber sekunder)
sebuah penelitian tentang aspek hukum nikah sirri.
D.Telaah Pustaka
Buku “Memahami Hukum Perkawinan ( Nikah, Talag, Cerai dan Ruju’)
menurut hukum islam, UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan, UU No. 7/1989, UU
Pengadilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam, Karya M. Zuhdi Mudlor yang
membahas Nikah Sirri secara definitif tanpa ada pembahasan hukum dari nikah sirri
itu sendiri.
Pada tingkatan kesarjanaan S-1 penyusun menemukan karya ilmiah Abdul
Basith yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap status Nikah Sirri di
Indonesia’ .Dalam skripsi ini hanya membahas tentang hokum nikah sirri sgja dan

hanya terpaku pada sah atau tidaknya nikah sirri, tetapi tidak membahas tentang



kriminal dan tidaknya nikah sirri. Skrips Mustofa Afifi yang berjudul “Posis
Perempuan Dalam Pernikahan Sirri (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”. Dalam
skripsi ini melihat akibat hukum nikah sirri bagi perempuan dari perspektif gender.

Skrips karya Syarif Hidayat, yang berjudul “Status Hukum Nikah Sirri di
Indonesia (Penetapan Hukum Dengan Metode Saad az Zari’ah)”, dalam skripsi ini
disebutkan bahwa dengan menempatkan pernikahan Sirri dalam peringkat Haji’ yyah,
serta melalui pengkajian dengan metode Sadd az-Zari’ah sehingga diperoleh
kesimpulan adanya kemadzarotan dan kemafsadatan yang nyata akibat praktek
pernikahan Sirri, Di antaranya adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum
terhadap kehormatan, keturunan dan harta oleh sebab itu ditetapkan haram bagi
penerapannya.

Perbedaannya dengan penelitian ini, di sini akan menjelaskan secara rinci
tentang aspek hukum dari nikah sirri. Bukan hanya maslahah dan madarrahnya sgja,
tetapi juga menjelaskan tentang sah dan tidaknya nikah sirri, serta menjelaskan
tentang kriminal dan tidaknya nikah sirri.

E.Kerangka Teoretik

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai dan makna sebuah lembaga
perkawinan yang didasarkan cinta dan kasih sayang dengan tujuan yang mulia untuk
membentuk keluarga mawaddah, sakinah warahmah. Untuk itulah Islam melarang

umatnya untuk mendekati perbuatan zina, apalagi melakukan zinaitu sendiri.



Peristiwa perkawinan, sebagai mana peristiwa hukum lainnya tidak lepas dari
tiga elemen hukum yang saling berkaitan, tetapi ketiganya memiliki konsekuensi
atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya.?® K etiga elemen tersebut adalah:

1. Hukum material (hukum materiil yang merupakan substansi ketentuan hukum
itu sendiri), ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hukum forma (hukum formil, yang merupakan aturan prosedural dari suatu
tindakan hukum), yakni pernikahan harus dilakukan di hadapan PPN sebagai
instansi yang bertugas dan mengawasi serta membantu pernikahan.

3. Hukum administrasi (yang merupakan tindakan-tindakan administratif untuk
menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum),
dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan ke dalam buku akta nikah dan
mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk yang bersangkutan. Sesuai
dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. | Tahun 1974 bahwa
perkawinan harus dicatat.

Suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan yang dilaksanakan dengan
memenuhi ketentuan ketiga elemen tersebut, dikatakan telah sah dan mempunyai
kekuatan hukum sesuai dengan kehendak Undang-Undang yang berlaku (hukum
Positif). Sebaliknya, perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenunhi

ketentuari ketiganya, atau salah satunya, maka akan membawa konsekuensi. bahwa

2 gyahrani, Riduan, Seluk Beluk & Asas-asas Hukum Perdata, him. 9



perkawinan tersebut adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum, dan
karenanya tidak mendapat perlindungan hukum.?*

Dilihat dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut
hukum baru dianggap dan dikatakan sebagai perbuatan hukum (yakni akibat dari
tindakan hukum) sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan
hukum tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu
melawan hukum. Dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui
dan atau dilindungi hukum. Hal ini juga berlaku pada hukum perkawinan di
Indonesia yang apabila meninggalkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dianggap
melanggar hukum.?

Dalam penelitian ini penyusun juga akan menggunakan dasar kriminologi,
karena kriminal atau tidaknya nikah sirri termasuk dalam pembahasan penelitian ini.
Daam pernikahan sirri bukan suatu hal yang tidak mungkin jika di dalam pernikahan
itu terdapat suatu bentuk kekerasan, atau pelanggaran hukum lain. Karena
pernikahan sirri yang bertolak belakang dengan pernikahan resmi yang diakui oleh
pemerintah, maka secara langsung pernikahan sirri tidak mengikuti  hukum
pernikahan yang berlaku di Negaraini.

Menurut Edwin Sutherland, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang
kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial. 1a juga membagi kriminologi menjadi 3
bagian yaitu:

1. Sosiologi hukum, yaitu mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondis terjadinya

atau terbentuknya hukum.

2 YPPHIM, Isbat Nikah Perkawinan Dibawah Tangan di Pengadilan Agama, him. 7
% Gani Abdullah, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan,Dalam Mimbar
Hukum no.23 tahun VI 1995 Nop-Des, (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbin ba pera Islam 1995) him.48



2. Etimologi kejahatan, yaitu mencari secara analisa sebab-sebab dari kejahatan.
3.Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya
hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan “control of crime”. %

Dalam teori kriminologi, Johan Galtung membagi kekerasan menjadi tiga
bentuk, yaitu: kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural.
Pembedaan akan tiga hal ini digambarkan seperti gempa. Gempa, retakan bumi dan
pergeseran lempeng. Gempa adalah peristiwa sesuatu yang terjadi langsung. Retakan
bumi adalah proses. Dan pergerakan adalah sesuatu yang permanen (cultural),
artinya sudah pasti terjadi (tetap) dan telah menjadi budaya.®’

Ditinjau dari sosiologi, kejahatan merupakan persoalan yang paling serius tau
penting dalam timbulnya kekacauan sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya
melakukan perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum,
ketertiban dan kesegjahteraan umum. Menurut Sutherland dalam arti sosial, kejahatan
mengandung tiga unsur yaitu adanya:

1. Suatu nilai yang diterima oleh suatu kelompok atau sebagian yang secara politis
penting.
2. Isolasi atau kultur konflik di tubuh kelompok dalam menerima nilai, sehingga
berakibat membahayakan.
3. Pemaksaan nilai dari golongan tertentu kepada golongan lain.®
Pada masyarakat berbudaya tertentu, kekerasan terhadap perempuan secara

umum, disebabkan oleh adanya kecenderungan perilaku yang muncul dalam budaya

masyarakat tersebut yang masih menganggap perempuan sebagai “konco wingking”.

% http:/id.answer.yahoo.com, akses tanggal 10 April 2009
T http:/wmc-iainws.com/detail-artikel.php?id=1, akses tanggal 10 April 2009
Bnttp:/id.answer.yahoo.com, akses tanggal 10 April 2009
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Perempuan harus dalam posisi “nrimo” dalam bentuk dan sikap perilaku pasrah jika
terjadi kekerasan terhadapnya.”
K ekerasan dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh beberapa hal:
1.Status ekonomi; menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah senderung
mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2.Ras/suku; “chil abuse” (kekerasan terhadap anak) lebih sering dialami oleh anak
yang berkulit hitam, termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap
istri.
3.Isolasi sosial; Kekerasan sangat berresiko tinggi pada anak atau pasangan yang
terisolasi dari lingkungan yang terisolasi.®
Kriminologi merupakan teori tentang gejala hokum. Dari ketentuan ini
nampak adanya hubungan antara hukum pidana dan kriminologi bahwa keduanya
sama-sama bertemu dalam keahatan, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang
diancam pidana. Adapun perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada
obyeknya. Obyek hukum pidana menunjuk pada apa yang dapat dipidana menurut
norma-norma hukum pidanayang berlaku, sedangkan obyek kriminologi tertuju pada
manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada milieu (lingkungan) manusia-
manusia tersebut. Dengan demikian, wajarlah kalau batasan luas objek kedua ilmu
itu tidak sama. Hal ini malahirkan kegahatan sebagai objek hukum pidana dan
kejahatan sebagai objek kriminologi. Hukum pidana memperhatikan kejahatan
sebagal peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, sedangkan

kriminologi mempelgjari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melihat individu

2 Aroma ElminaMartha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Y ogyakarta: Ull Press,2003)
cet ke-1, him. 27-28
% Ibid, him.34-35
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sebagai manusia. Dengan demikian, hukum pidana melihat bahwa perbuatan
bertentangan dengan hati nurani manusia disebut kejahatan.®

Titik tolak penglihatan hukum pidana memiliki dua dimensi, yaitu unsur
kesalahan dan unsur melawan hukum. Demikian juga kriminologi memiliki dua
dimens , yaitu faktor motif (mental psikologi, penyakit, herediter) dan faktor sosial
yang memberi kesempatan bergerak. Hukum pidana menekankan pada apakah
perbuatan tersebut yang selayaknya diperhitungkan pada s pelaku, juga cukup
membahayakan masyarakat. Dalam kriminologi, unsur kesalahan tidak relevan.®

Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi disebabkan hal-hal berikut:

a Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut system yang memberi
kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkannya dengan
sifat dan berat ringannya (ukuran) pemidanaannya.

b. Memang sgjak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukna
orang-orang gila dan anak-anak yang menyangkut perspektif dan berbagai
pengertiannya. Kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana
sehingga Criminal Science sekarang menghadapi berbagai problem dan berbagai
tugas yang sama sekai baru dan berhubungan erat dengan kriminologi.
Kriminologi tidak tergantung pada perspektif dan nilai hukum pidana. Hubungan
yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma
hukum pidana dapat diawas oleh kriminologi. Hubungan ini penting dipandang

dari sudut praktis.®

3 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung, Pustak Setia, 2000), him.24-25
% bid, him.25
% |bid, him.25
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Dalam hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan
kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat

dihukum.3*

F.Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Melihat penelitian tentang pernikahan sirri yang mengacu pada per-
Undang-Undangan agama, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan,
maka penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian pustaka (Library Research).
Di mana dalam jenis penelitian ini, peneliti tidak perlu terjun ke lapangan mencari
data atau observass menggunakan sample. Data-data tersebut disebut sebagai
literatur.®* Penelitian nikah sirri dengan membaca literatur atau hukum agama dan
hukum negara yang berkenaan tentang hubungan pernikahan sirri dengan suatu
tindak kriminalitas yang melanggar agama dan pemerintah, mendeskripsikan
undang-undang yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan berbagai referensi yang ada,
baik dari media cetak atau buku, dan melalui media audio visual atau CD yang
memuat tentang terjadinya kriminalitas dalam pernikahan Sirri. Sehingga penelitian
tidak dengan melaui wawancara, sample penelitian lapangan, tetapi dengan

penelitian pustaka.

* |bid, him.25
% sutrisno Hadi, Metode Research (Y ogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987), him. 67.
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2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber
primer berasal dari dua skripsi mahasiswa UIN yang terdahulu, seperti skripsi Abdul
Basith yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap status Nikah Sirri di
Indonesia’. Skripsi Mustofa Afifi yang berjudul “Posiss Perempuan Dalam
Pernikahan Sirri (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”. Skripsi karya Syarif Hidayat,
yang berjudul “Setatus Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Penetapan Hukum Dengan
Metode Saad az Zari’ah)”, dalam skripsi ini disebutkan bahwa dengan menempatkan
pernikahan Sirri dalam peringkat Haji’ yyah, serta melalui pengkajian dengan metode
Sadd az-Zari'ah sehingga diperolen kesmpulan adanya kemadzarotan dan
kemaslahannya yang nyata akibat praktek pernikahan Sirri.

Buku “Memahami Hukum Perkawinan ( Nikah, Talag, Cerai dan Rujuk)
menurut hukum islam, UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan, UU No. 7/1989, UU
Pengadilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam, Karya M. Zuhdi Mudlor yang
membahas Nikah Sirri secara definitif tanpa ada pembahasan hukum dari nikah sirri
itu sendiri yang berkaitan dengan nikah sirri sebagai penunjang sumber primer.
Adapun data-data yang lain yang berasal dari sumber lain yang berkaitan dengan
pernikahan sirri serta hukum-hukum yang mengatur perkawinan merupakan data

tambahan yang akan menunjang semua kesempurnaan dari hasil penelitian ini.
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3. Deskripsi dan Analisa Data

Metode yang digunakan penelitian dalam pengelolaan data adalah Deskriptif
dan analisa®*® Deskriptif adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata
secara jelas dan terperinci. Sehingga deskripsi data adalah penggambaran data-data

atau sumber informasi secara jelas dan terperinci.®’
Sedangkan analisa data adalah penyelidikan terhadap data-data yang
diperoleh dari buku-buku, karangan-karangan serta karya yang lain dan diuraikan
unsur-unsur dari karya tesebut sebelum diteliti dan disdidiki lebih jauh untuk

memperoleh maksud dari aspek hukum nikah sirri.

G.Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mensistemasikan pembahasan guna mendapatkan kemudahan
dalam pemahaman terhdap persoalan dalam skripsi ini, maka akan dilakukan dengan
membagi tema pembahasan menjadi beberapa bagian atau bab pembahasan. Untuk
lebih jelasnya akan diuraikan beberapa kategori dalam pembahasan ini, sebagal
berikut:

Pendahuluan. Dalam bab ini diceritakan pertama-tama tentang latar belakang
penelitian tentang Aspek Hukum Nikah Sirri. Latar belakang merupakan penjelasan
tentang urgensitas penelitian Aspek Hukum Nikah Sirri. Setelah itu juga dalam bab
ini juga memuat tentang perumusan masalah pendlitian, yang diambil dari latar

belakang. Dalam bab ini selanjutnya akan dimuat tentang tujuan penelitian.

% Soeharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya
Karya, 2005), him.121.
¥ 1bid., him. 37.
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Tujuan penelitian merupakan suatu alasan kenapa dilakukan penelitian.
Tujuan penelitian memuat tentang pendeskripsian Aspek Hukum Nikah Sirri dalam
pandangan perundang-undangan Agama dan Negara. Dalam latar belakang termuat
tentang budaya pernikahan sirri yang dewasa ini menggejala yang di dalamnya
merupakan tindak kriminalitas yang mengakibatkan pesan-pesan moral keagamaan
semakin tersingkir. Di sisi yang lain kepercayaan akan Undang-undang agama dan
Negara semakin luntur. Dalam ha ini pelecehan terhadap Undang-undang Negara
sangat jelas terlihat sehingga oleh peneliti disebut kriminalitas dalam nikah sirri
maka letak keurgensitasannya adalah bagaimana kaum muslimin menyediakan
jawaban yang memuaskan terhadap kriminalitas dalam pernikahah sirri tersebut.
Dalam bab ini juga memuat tentang tinjauan pustaka, yaitu penelitian-penelitian
tentang pernikahan sirri yang telah dilakukan. Serta yang terakhir adalah metode
penelitian.

Metode penelitian memuat tentang cara apa yang dipakai dalam penelitian
tentang Aspek Hukum Nikah Sirri ini. Dalam hal ini maka penelitian memakai
metode deskripsi dan analisa, beserta metode interpretatif dalam melakukan
pendekatan terhadap obyek penelitian. Obyek penelitian tersebut diteliti dengan
menggunakan beberapa pendekatan sehingga mencapai hasil yang maksimal.

Mendeskripsikan tentang latar belakang, pengertian, tinjauan umum tentang
pernikahan dan nikah sirri, syarat, rukun dan tujuan pernikahan, dasar hukum dan

hukum pernikahan, serta hikmah pernikahan.
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Bab selanjutnya membicarakan tentang kedudukan Aspek Hukum dan Aspek
Moral Pernikahan. Aspek Hukum memuat tentang sah dan tidaknya secara syar’i dan
Urf. Aspek Moral membahas tentang Maslahah dan Madarratnya dalam pernikahan.

Dalam bab IV menceritakan secara agak detail tentang Analisa terhadap
Aspek Hukum pernikahan sirri, sah dan tidaknya nikah sirri, kriminal dan tidaknya,
serta maslahah dan madarrahnya.

Bab V merupakan bab Kesimpulan. Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.
Atau dengan kata lain sebagai bab kesimpulan hasil penelitian terhadap Aspek

Hukum Nikah Sirri.
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BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Setelah melakukan analisa dengan sebaik mungkin Aspek Hukum pernikahan
sirri sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang pemerintah dan hanya
mengacu pada sah dari segi agama sgja. Jadi keabsahan nikah sirri adalah
pernikahan yang hanya sah menurut agama sgja dan tidak diakui oleh
pemerintah. Sehingga penikahan sirri ini bisa dikategorikan suatu tindakan
tidak terpuji atau melecehkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nikah sirri
termasuk tindak pidana karena merugikan orang lain dan melanggar hukum
positif yang berlaku di Indonesia.

2. Madlahah dari nikah sirri adalah guna memenuhi alasan birokratis, ekonomi
dan situasi kondisi. Serta menjaga agar tidak terjerumus kepada perzinahan.
Dan madzorot yang ditimbulkan Iebih banyak atau lebih dominan dari pada
maslahahnya, sehingga nikah sirri banyak merugikan perempuan dan anak

yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut.

B.Saran
Saran untuk pemerhati tentang Pernikahan Sirri yang berkaitan dengan
Aspek Hukum dalam Pernikahan Sirri, khususnya mahasiswa Syariah jurusan
Jnayah Siyasah dan Ahwa Assyahsiyah, karya ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan, penulis berharap masih perlunya untuk terus menggali lebih dalam,
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dengan melakukan penelitian selanjutnya. Karena di masa yang akan datang banyak

bermunculan ide-ide beru yang sesuai dengan perkembagan zaman.
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LAMPIRAN
a. Al-Qur’an surat An Nisaa ayat 1:
- Hai sekalian manusia bertakwalah (berbaktilah) kepada Tuhan kamu Yang Maha
Esa dan yang menjadikan kamu dari satu zat (Adam).
- Dan dari zat (Adam) itu pula dijadikan-Nya pasangannya (Siti Hawa).
- Dan dari keduanya (Adam dan Hawa) Allah menciptakan (terlahirlah) bathsya
(bath = terpancar) laki-laki dan wanita yang banyak.
- Dan bertakwalah (berbaktilah) kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan
nama-Nya kamu saling berhubungan (dalam perkawinan).
- Dan perhatikanlah oleh kamu arhaam (hubungan darah).
- Sesungguhnya Allah selalu menjaga kamu.
b. Al-Qur’an surat An Nisaa ayat 3:
- Apabila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim (yang kamu
berkewjiban memeliharanya) itu.
- Maka nikahilah wanita-wanita tertentu yang baik boleh dua, tiga atau empat.
- Tetapi apabila kamu takut tidak akan berlaku adil (terhadap istri kamu itu) maka
nikahilah oleh kamu fawahidatan atau fawaidah atau satu perempuan sgja.
- Bahwa nikah dengan satu orang perempuan itu sgja adalah lebih baik agar kamu
terhindar dari perbuatan aniaya.
c. Al-Qur'an surat An Nisaa ayat 127:
“Mereka bertanya kepadamu, har Muhammad mengenai peremopuan tertentu

yang boleh dikawini di samping istri yang telah ada sebagai termaksud dalam
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ayat 3 tadi. Katakanlah hai Muhammad perempuan yang tertentu itu ialah
perempuan yang dalam hubungan dengan persoalan anak yatim itu tadi”

d. Al-Qur’an surat An Nuur ayat 32:
“Nikahgilah orang-orang yang sendirian antara kamu dan orang-orang yang layak
kawin dari hamba sahaya kamu bak laki-laki maupun perempuan, apbila
perempuam itu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Jadi tidak usah
khawatir kawin apabila kamu memang orang-orang yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kehidupan kamu akan dijamin oleh Allah
asal sgja kamu tentunya berusaha dengan ulet, gigih dan sabar serta berdo’a
dengan shalat (sembahyang)”.

e. Al-Qur’an surat Ar Ruum ayat 21:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah dia mensiptakan untukmu istri-
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepanya
(sakinah) dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang (mawaddah) dan
santun-menyantuni (rahmah). Sesungguhnya keadaan yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.
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